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ABSTRAK
[bookmark: _Hlk521063475]Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari Hak Kekeyaan Intelektual (HKI), yang mana secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang dikenal sebagai penghasil kerajinan bordir yang berkembang cukup pesat dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga sangat berpotensi sebagai salah satu sarana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Tasikmalaya. Namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha bordir belum mendaftarkan desain industri bordirnya, sehingga secara yuridis tidak memperoleh hak dan perlindungan. Atas hal tersebut perlu adanya suatu penelitian terkait implementasi pendaftaran desain industri bagi pelaku usaha bordir di Kota Tasikmalaya sebagai sarana pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran desain industri bagi pelaku usaha bordir di Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aturan hukum dinilai masih belum mengkoordinir kepentingan pelaku usaha, kurangnya perhatian dari pemerintah setempat, tempat dan biaya, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dan faktor kebudayaan. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi pendaftaran desain industri tersebut, tentu tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi terhadap besarnya PAD Pemerintah Kota Tasikmalaya, baik dari sektor pajak daerah maupun dari sektor retribusi daerah. Selain dari pada itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha bordir di Kota Tasikmalaya dalam mendapatkan hak desain industri, yaitu Undang-Undang Desain Industri masih menganut Stelsel Konstitutif, Sistem pendaftaran Desain Industri secara online belum efektif untuk dilaksanakan serta Sertifikat HKI dirasa belum mempunyai nilai ekonomis untuk dijaminkan. Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan beberapa kendala tersebut yaitu perlu adanya sistem perlindungan hukum Desain Industri yang baru, perlu adanya pengembangan sistem pendaftaran Desain Industri secara online serta perlu adanya pengakuan Sertifikat HKI sebagai salah satu bentuk agunan kredit oleh lembaga keuangan di Indonesia.
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ABSTRACT
Indonesia as a developing country needs to advance the industrial sector by increasing its competitiveness by utilizing the role of industrial design which is part of Intellectual Property Rights, which is legally regulated in Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. The city of Tasikmalaya is an area that is known as a producer of embroidery crafts which developed quite rapidly and absorbed a considerable workforce, so it is very potential as one of the means of Regional Revenue of the City Government of Tasikmalaya. But in reality many embroidery business actors have not registered the embroidery industry design, so that they are not legally entitled to rights and protection. For this matter, it is necessary to conduct a study related to the implementation of industrial design registration for embroidery business actors in the City of Tasikmalaya as a means of local revenue. The method used in this research is normative juridical approach, ie testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach is used, the research was conducted in two phases, namely the study of literature and field research are merely supporting, data analysis used is the analysis of qualitative juridical, ie the data obtained, either in the form of secondary data and primary data were analyzed with without using statistical formulas.The results showed that the implementation of industrial design registration for embroidery businesses in Tasikmalaya City was influenced by several factors, namely the rule of law was still not coordinating the interests of business people, lack of attention from the local government, place and cost, lack of knowledge and awareness of community law and cultural factors. Of the several factors that influence the implementation of industrial design registration, it certainly does not rule out the possibility of influencing the amount of local revenue for the City Government of Tasikmalaya, both from the local tax sector and from the regional levies sector. There are several obstacles faced by the embroidery business people in Tasikmalaya City in obtaining industrial design rights, namely the Industrial Design Law still adheres to the Constitutive Stelsel, the online Industrial Design registration system has not been implemented effectively and Intellectual Property Rights Certificates are considered to have no economic value to be guaranteed. As an effort that can be done to solve some of these obstacles, namely the need for a new Industrial Design legal protection system, there is a need to develop an online Industrial Design registration system and the recognition of Intellectual Property Rights Certificates as one of the collateral forms of credit by financial institutions.
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